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Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana
yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Secara sederhana implementasi
dapat juga diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky
(dalam Nurdin dan Usman,2004:70) mengemukakan bahwa implementasi adalah
suatu perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Van Meter dan Van Horn
(dalam Wahab2006:65) mengatakan bahwa implementasi merupakan tindakan-
tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau
kelompok-kelompok pemerintahan atau swasta yang diarahkan pada tercapainya
tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.
Sebenarnya kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi,
tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Mekanisme mengandung arti bahwa
implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan
dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan atau norma tertentu untuk
mencapai tujuan kegiatan tertentu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
Implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Itu artinya bahwa
setiap kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan implementasi yang sungguh-
sungguh untuk mencapai tujuan.
Menurut Hanifah Harsono dalam bukunya yang berjudul Implementasi
Kebijakan dan Politik mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi yaitu:
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“Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi
tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan
dalam rangka penyempurnaan suatu program”
Sedangkan Menurut Guntur Setiawan dalam bukunya yang berjudul
Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan mengemukakan pendapatnya
mengenai implementasi atau pelaksanaan, “Implementasi adalah perluasan
aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan
untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif”
Implementasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk
mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya (Jones,1987)
Leo Agustino dalam Bukunya Dasar-Dasar Kebijakan Publik (2008:139)
mengatakan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana
pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada
akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran
kebijakan itu sendiri.
Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam bukunya Implementation and
Publik Policy (1983:61) mendefenisikan kebijakan sebagai
“Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-
undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-
keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya,
keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan
secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk
menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”.
Chief J. O. Udoji (1981) mengatakan bahwa implementasi kebijakan
adalah sesuatu yang penting dan bahkan jauh lebih penting dari pada pembuatan
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kebijakan. kebijakan-kebijakan hanya sekedar berupa impian atau rencana bagus
yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.
Dari beberapa defenisi tersebut diatas dapat diketahui bahwa implementasi
kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu pertama adanya tujuan atau sasaran
kebijakan, kedua adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dan yang
ketiga adalah adanya hasil kegiatan.
2.1.2 Pengertian Kebijakan
Dewasa ini istilah kebijakan lebih sering dan secara luas digunakan dalam
kaitannya dengan tindakan atau kegiatan pemerintah seperti perilaku negara pada
umumnya. Untuk melihat keberhasilan suatu kebijakan dan tindakan dalam
pengambilan keputusan, maka sangat bergantung pada implementasi kebijakan itu
sendiri. Menurut Carl Friedrich (Wahab,2004:3) kebijakan adalah suatu tindakan
yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau
pemerintahdalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan
tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan
sasaran yang diinginkan.
Rian Nugroho (2003) mengatakan bahwa implementasi kebijakan pada
prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan lebih lanjut
dijelaskan bahwa tidak lebih dan tidak kurang. Dimana implementsi menyangkut
tindakan seberapa jauharah yang telah diprogramkan itu benar- benar memuaskan.
Meter dan Horn dalam Subarsono (2005 : 99) mencoba mengadopsi model sistem
kebijaksanaan yang pada dasarnya menyangkut beberapa komponen yang harus
selalu ada agar tuntutan kebijaksanaan bisa direalisasikan menjadi hasil
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kebijaksanaan. Terdapat 6 variabel yang mempengaruhi keberhasilan
implementasi kebijaksanaan sebagai berikut:
1. Standar kebijaksanaan dan tujuan: yaitu rincian tujuan keputusan
kebijaksanaan secara menyeluruh yang berwujud dokumen peraturan menuju
penentuan standar yang spesifik dan konkrit untuk menilai kinerja program.
2. Sumber daya: kebijaksanaan mencakup lebih dari sekedar standar sasaran, tapi
juga menuntut ketersediaan sumber daya yang akan memperlancar
implementasi. Sumber daya ini dapat berupa dana maupun insentif lainnya
yang akan mendukung implementasi secara efektif.
3. Karakteristik agen pelaksana: meliputi karakteristik organisasi yang akan
menentukan berhasil atau tidaknya suatu program, diantaranya kompetensi
dan ukuran staf agen, dukungan legislative dan eksekutif, kekuatan organisasi,
derajat keterbukaan komunikasi dengan pihak luar maupun badan pembuat
kebijakan.
4. Komunikasi antar organisasi dan aktifitas pelaksana: implementasi
membutuhkan mekanisme dan prosedurinstitusional yang mengatur pola
komunikasi antar organisasi mulai dari kewenangan yang lebih tinggi hingga
yang terendah.
5. Kondisi sosial, ekonomi dan politik: pengaruh variabel lingkungan terhadap
implementasi program, diantaranya sumber daya ekonomi yang dimiliki
organisasi pelaksana, bagaimana sifat opini publik, dukungan elit, peran, dan
kelompok-kelompok kepentingan dan swasta dalam menunjang keberhasilan
program.
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6. Disposisi sikap para pelaksana: persepsi pelaksana dalam organisasi dimana
program itu diterapkan, hal ini dapat berubah sikap menolak, netral dan
menerima yang berkaitan dengan sistem nilai pribadi, loyalitas, kepentingan
pribadi dan sebagainya.
2.2 Aktor-Aktor Implementasi Kebijakan
Dalam tahapan implementasi, terdapat berbagai aktor yang terlibat dalam
pembuatan kebijakan. Mereka yang terlibat didalam aktor tersebut adalah mereka
yang membuat suatu kebijakan menjadi penanggung jawab atau aktor penanggung
jawab didalam pelaksanaan program raskin ini adalah eksekutif selaku pembuat
kebijakan. Sebagai mana yang dijelaskan oleh Leo Agustino dalam bukunya yang
berjudul Dasar-Dasar Kebijakan Publik (2008:29) bahwa yang termasuk dalam
pembuatan kebijakan secara normative adalah legislative, eksekutif,
administrator, dan para hakim.
Pelaksanaan distribusi Raskin merupakan tanggung jawab dua lembaga,
yakni Bulog dan Pemerintah Daerah (pemda). Bulog bertanggung jawab terhadap
penyaluran beras hingga titik distribusi, sedangkan pemda bertangung jawab
terhadap penyaluran beras dari titik distribusi hingga rumah tangga sasaran.
Berdasarkan SKB Mendagri dan Dirut Perum Bulog nomor 25 tahun 2003 pasal
7, yang menjadi penanggung jawab program beras miskin di daerah adalah
Gubernur dan Bupati/Walikota.
1. Legislativ, juga dapat terlibat dalam implementasi kebijakan ketika mereka
ikut menentukan berbagai peraturan.
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2. Birokrasi, pada umumnya birokrasi dipandang sebagai agen administrasi yang
paling bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan.
3. Lembaga peradilan, dapat terlibat dalam implementasi kebijakan ketika
muncul tuntukan masyarakat atas kebijakan tertentu yang implementasinya
dianggap merugikan masyarakat sehingga menjadi perkara hukum.
2.3 Unsur-Unsur Implementasi
Berdasarka penelitian terdahulu, Mohammad Wahyuddin. (Judul Skripsi:
Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) Di Kecamatan Turikale Kabupaten
Maros, Tahun 2012, Universitas Hasanuddin Semarang) dalam Tachjan (2006:28)
menjelaskankan tentang unsur-unsur dari implementasi kebijakan yang mutlak
dan harus ada, yaitu:
1. Unsur pelaksana
Unsur pelaksana adalah implementor kebijakan, sebagai mana yang
dijelaskan Dimock dan Dimock dalam Tachjan (2006:28), Pelaksanaan kebijakan
merupakan pihak-pihak yang menjalankan kebijakan yang terdiri dari penentuan
tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi
organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program,
pengorganisasian, penggerakan manusia, pelaksanaan operasional, pengawasan
serta penilaian.
2. Adanya Program Yang Dilaksanakan
Suatu kebijakan publik tidak mempunyai arti penting adanya tindakan
yang nyata dilakukan dengan berbagai program atau kegiatan. Program atau
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kegiatan merupakan rencana yang komprehensif yang sudah menggambarkan
sumber daya yang digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan.
3. Target Group Atau Kelompok Sasaran
Target group atau kelompok sasaran adalah sekelompok orang atau
organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang atau jasa yang akan
dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan.
2.4 Teori Implementasi Kebijakan
Menurut Nugroho (2003:158), implementasi kebijakan pada prinsipnya
adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya (tidak lebih dan
tidak kurang). Selanjutnya Nugroho (2003:158) mengemukakan bahwa
perencanaan atau sebuah kebijakan yang baik akan berperan menentukan hasil
yang baik. Konsep (yang didukung data dan informasi masa depan) kontribusinya
mencapai proporsi sekitar 60 persen terhadap keberhasilan kebijakan tersebut dan
proporsi sekitar 40 persen terhadap implementasi yang harus konsisten dengan
konsep.
Menurut penelitian terdahulu Mariyam Musawa (Judul Tesis: Studi
Implementasi Program Beras Miskin Di Wilayah Kelurahan Gajahmungkur
Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, Tahun 2009, UNDIP), Teori – Teori
Implementasi Kebijakan sebagaimana dikutip dari buku Analisis Kebijakan
Publik oleh Subarsono (2005) adalah:
1. Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (Subarsono, 2005)
Menurut Meter dan Horn, ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja
implementasi, yaitu :
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a. Standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan
terukur sehingga dapat direalisasi. Apabila standar dan sasaran kebijakan
kabur, maka akan terjadi multi interpretasi dan mudah menimbulkan konflik
diantara para agen implementasi.
b. Sumberdaya. Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik
sumberdaya manusia (human resources) maupun sumberdaya non manusia
(non-human resources).
c. Hubungan antar organisasi. Dalam banyak program implementasi sebuah
program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu,
diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu
program.
d. Karakteristik agen pelaksana. Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana
adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan hubungan yang terjadi
dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu
program.
e. Kondisi sosial, politik dan ekonomi. Variabel ini mencakup sumberdaya
ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi
kebijakan; sejauhmana kelompok- kelompok kepentingan memberikan
dukungan bagi implementasi kebijakan; karakeristik para partisipan, yakni
mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di
lingkungan; dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.
f. Disposisi implementor. Disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang
penting yakni: a) respon implementor terhadap kebijakan, yang akan
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mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan; b) kognisi, yakni
pemahamannya terhadap kebijakan; dan c) intensitas disposisi implementor
yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.
Dengan adanya berbagai macam teori implementasi kebijakan publik, kita
harus memilih teori yang tepat, guna menyelesaikan masalah yang hendak
dibenahi. Kita harus jeli memilih teori yang sesuai dengan kebutuhan kebijakan
yang kita pilih. Namun ada satu hal yang paling penting, yakni implemnetasi
kebijakan haruslah menampilkan keefektifan dari kebijakan itu sendiri.
Menurut Richard Martland (Nugroho. 2003: 179), pada prinsipnya ada
empat "tepat" yang perlu penuhi dalam hal pencapaian keefektifan implementasi
kebijakan.
1. Pertama, adalah kebijakannya itu sendiri sudah tepat. Ketepatan kebijakan ini
dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada, telah bermuatan hal-hal yang
memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Sisi kedua dari
kebijakan adalah apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan
karakter masalah yang hendak dipecahkan. Sisi ketiga, adalah apakah
kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan yang sesuai
dengan karakter kebijakannya.
2. Tepat yang kedua adalah tepat pelaksanaannya. Aktor implementasi tidaklah
hanya pemerintah.Ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana, yaitu
pemerintah, kerjasama antara pemerintah, masyarakat/swasta, atau
implementasi kebijakan yang diswastakan. Kebijakan yang bersifat monopoli,
seperti KTP. Kebijakan yang bersifat memberdayakan masyarakat, seperti
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penanggulangan kerniskinan. Kebijakan yang bersifat mengarahkan kegiatan
masyarakat.
3. Tepat yang ketiga adalah tepat target. Ketepatan ini berkaitan dengan tiga hal.
Pertama, apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan,
tidak tumpang tindih, atau tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan
lain. Kedua, apakah target dalam kondisi siap untuk diintervensi atau tidak.
Ketiga, apakah intervensi kebijakan bersifat baru atau memperbaharui
implementasi kebijakan sebelumnya.
4. Tepat keempat adalah tepat lingkungan. Ada dua lingkungan yang paling
menentukan, yaitu lingkungan kebijakan dan lingkungan eksternal kebijakan.
Lingkungan kebijakan yaitu interaksi antara lembaga perumus kebijakan dan
pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Lingkungan eksternal
sebagai variabel eksogen terdiri dari opini publik, yaitu persepsi publik
kebijakan dan implementasi kebijakan, lembaga interpretasi dengan lembaga
strategik dalam masyarakat, individu tertentu yang mampu memainkan peran
penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan.
Sedangkan berdasarkan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan (TNP2K), ada enam tepat sebagai keberhasilan program beras
miskin, yaitu:
1. Tepat sasaran, sasaran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sasaran dari
program beras miskin itu sendiri yaitu keluarga miskin yang ada di Kecamatan
Rangsang.
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2. Tepat jumlah, jumlah yang dimaksud adalah jumlah pagu beras yang
diberikan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM)
3. Tepat harga, maksudnya adalah harga yang diberikan kepada keluarga miskin
sesuai dengan harga yang telah ditetapkan.
4. Tepat waktu, yaitu penyesuaian waktu penyaluran beras miskin tersebut.
5. Tepat kualitas, yaitu kualitas atau mutu dari beras yang diberikan kepada
keluarga miskin.
6. Tepat administrasi, maksudnya adalah ketepatan prosedur pelaksanaan yang
telah ditetapkan dengan pelaksanaan yang sebenarnya terjadi.
Mazmanian dan Sabatier dalam Nugroho (2004:161) untuk implementasi
kebijakan diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Identifikasi masalah yang akan diimplementasikan.
2. Menegaskan tujuan yang akan dicapai.
3. Merancang struktur proses implementasi.
Faktor keberhasilan implementasi menurut Rifley dan Franklin dalam
Sujianto (2008:46) adalah:
1. Kejelasan tujuan-tujuan program ditingkat consensus diantara pelaksana atas
tujuan-tujuan tersebut.
2. Tingkat perubahan dari kebiasaan-kebiasaan lama yang dikehendaki program.
3. Tipe orang yang memperoleh manfaat dari klien.
2.5 Ciri-Ciri Kebijakan
Ciri adalah keterangan yang menunjukkan sifat khusus dari sesuatu. Setiap
orang atau benda pasti mempunyai ciri tersendiri. Begitu juga dengan kebijakan
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yang mempunyai ciri tersendiri. Anderson dalam Zainal Abidin (2002:41)
mengatakan ada beberapa hal yang menandakan ciri dari sebuah kebijakan, yaitu:
1. Setiap kebijakan pasti ada tujuan, maksudnya pembuatan suatu kebijakan
tidak boleh sekedar asal buat atau karena kebetulan membuatnya.
2. Suatu kebijakan tidak berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan yang lain, tetapi
bekrkaitan dengan berbagai kebijakan dalam masyarakat, dan berorientasi
pada pelaksanaan, interpretasi dan penegakan hukum.
3. Kebijakan adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah.
4. Kebijakan dapat berbentuk negatif atau melarang dan juga berupa pengarahan
untuk melaksanakan atau menganjurkan.
5. Kebijakan didasarkan pada hukum, karena itu memiliki kewenangan untuk
memaksa masyarakat mematuhinya.
2.6 Tujuan Kebijakan
Adapun yang menjadi tujuan dari sebuah kebijakan adalah sebagai berikut:
1. Memelihara ketertiban umum.
2. Memajukan perkembangan dari masyarakat dalam berbagai hal.
3. Memadukan berbagai aktivitas.
4. Menunjuk dan membagi benda material dan non material.
2.7 Program
2.7.1 Pengertian Program
Program adalah unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu
kegiatan. Melalui program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan
lebih mudah untuk dioperasionalkan. Hardjito (2007:79) menjelaskan bahwa
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program adalah sebuah bentuk rencana yang akan dilakukan atau dilaksanakan.
Beliau juga menjelaskan bahwa program merupakan unsur pertama yang harus
ada demi tercapainya suatu kegiatan. Menurut Charles O. Jones, pengertian
program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan.
2.8 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi
Menurut Van Meter dan Van horn dalam Budi Winarno (2007:158),
terdapat enam faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu:
1. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan.
2. Sumber-sumber.
3. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaa.
4. Karakteristik-karakteristik badan-badan pelaksana.
5. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik.
6. Kecenderungan para pelaksana.
Menurut George C. Edward III dalam Sujianto (2008:38-45)
mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi
kebijakan, yaitu:
1. Komunikasi
Komunikasi merupakan alat kebijakan untuk menyampaikan perintah-
perintah dan arahan-arahan dari sumber pembuat kebijakan kepada mereka yang
diberi wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut.
2. Sumber Daya
Sumber daya merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi
kebijakan/program, karena bagaimanapun baiknya kebijakan itu dirumuskan tanpa
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ada dukungan sumber daya yang memadai, maka kebijkan akan mengalami
kesulitan dalam mengimplementasikannya. Tanpa sumber daya yang memadai
pula suatu implementasi kebijakan akan mengalami kegagalan. Adapun sumber
daya yang dimaksud adalah jumlah orang atau staff sebagai pelaksana yang
mempunyai keahlian yang memadai, informasi, dan fasilitas-fasilitas yang
mendukung lainnya.
3. Disposisi
Disposisi atau sikap para pelaksana diartikan sebagai kemauan atau niat
para pelaksana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan juga sebagai motivasi
phisikologi para pelaksana dalam melaksanakan kegiatan. Adapun yang menjadi
unsur dalam motivasi tersebut adalah adanya pemahaman dan pengetahuan,
adanya arah respon dari pelakasana terhadap implementasi kebijakan, dan
intensitas dari respon itu sendiri.
4. Struktur Birokrasi
Struktur birokrasi adalah struktur kelembagaan pelaksanaan program. Ada
dua unsur dalam hal ini, yaitu prosedur rutin atau standar prosedur operasi dan
fragmentasi (pemecahan/pembagian untuk beberapa bagian kekuasaan).
2.9 Program Raskin
Raskin digulirkan sejak 1 Juli  1998 dengan nama Operasi Pasar Khusus
(OPK) dan berganti nama menjadi RASKIN sejak tahun 2002, sebagai bagian dari
program Jaringan Pangan Sosial (JPS), program ini digulirkan bertujuan untuk
memperkuat ketahanan pangan rumah tangga miskin sekaligus di maksudkan
guna menanggulangi kemisknan. Sebab, secara filosofis ketika kebutuhan pangan
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sudah terpenuhi maka masyarakat dapat mengalihkan pengeluaran pada
kebutuhan selain bahan pangan.
Beras miskin (RASKIN) pada dasarnya adalah beras murah yaitu yang
harga jualnya kepada masyarakat telah disubsidi oleh pemerintah, yang diberikan
kepada keluarga prasejahtera dan sejahtera satu. Penetapan jumlah keluarga
miskin yang berhak menerima RASKIN adalah sesuai dengan ketentuan
pemerintah dalam hal ini Menko Kesra yaitu berdasarkan data dari BPS dan
BKKBN. Kebijakan ini diambil oleh pemerintah agar dalam memberikan subsidi
dan mengupayakan bantuan, dapat disalurkan tepat mencapai sasaran. Secara
kriteria BKKBN telah memiliki standar keluarga yang masuk kategori miskin
yaitu keluarga prasejahtera dan sejahtera satu. Keluarga prasejahtera adalah
keluarga yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
1. Anggota keluarga hanya makan dua kali sehari
2. Anggota keluarga mempunyai pakaian yang berbeda terbatas untuk
di rumah, bekerja/bersekolah dan bepergian
3. Lantai rumah maksimal terbuat dari plester.
Sementara itu keluarga sejahtera satu memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
1. Makan daging atau telur hanya seminggu sekali;
2. Setiap anggota keluarga hanya mampu membeli pakaian baru
setahun sekali
3. Luas lantai rumah per penghuni hanya 8 meter persegi
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Pedoman umum Raskin:
1. UU  NO.7 Tahun 1996 Tentang Pangan
2. UU NO.19 Tahun 2003 Tentang Penugasan Pemerintah kepada BUMN
3. UU NO.18 Tahun 2006 Tentang APBN
4. UU NO.68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan
5. PP NO.7 Tahun 2003 Tentang Pendirian Perum BULOG
6. PP RI NO.54 Tahun 2005 Tentang  Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan
7. PP RI NO.19 Tahun 2006 Tentang Rencana Kerja Pemerintah
8. Inpres NO.13 Tahun 2005 Tentang Perberasan Nasional
9. Pereturan menteri dalam negeri NO.13 tahun 2006 tentang pedoman
penyusunan APBN
Pada tahun 2007, Menteri Koordinasi Kesejahteraan Rakyat (MENKO
KESRA) menjadi koordinator pelaksanaan Raskin untuk pendistribusian beras.
Badan urusan logistik (BULOG) bertanggung jawab mendistribusikan beras
hingga titik distribusi dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyalurkan
beras dari titik distribusi kepada RTM
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Gambar 2.1   Alur distribusi Raskin
Sumber : http://www.bulog.co.id/alurraskin_v2.php
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Penyaluran Raskin berawal dari surat perintah alokasi (SPA) dari
pemerintah kabupaten/kota kepada perum BULOG dalam hal ini kepada
kadivre/kasubdivre/kansilog perum Bulog berdasarkan pagu Raskin (Tonase dan
jumlah rumah tangga miskin sasaran – RTM)  dan rincian masing-masing
kecamatan dan desa/kelurahan.
Pada waktu beras akan didistribusikan ke titik distribusi perum BULOG
berdasarkan SPA menerbitkan Surat Perintah Penyerahan Barang/Delivery Order
(SPPB/DO) beras masing-masing kelurahan atau desa kepada Satker Raskin.
Satker Raskin mengambil beras Raskin ke gudang.  BULOG  mengangkut dan
menyerahkan beras Raskin kepada pelaksana Raskin di titik distribusi. Di titik
distribusi, penyerahan/penjualan beras kepada RTM-PM (penerima manfaat)
Raskin dilakukan oleh salah satu dari 3 pelaksana distribusi Raskin yaitu:
Kelompok kerja (POKJA), atau warung desa (WARDES), atau kelompok
masyarakat (POKMAS). Di titik distribusi inilah terjadi teransaksi secara tunai
dari RTM-PM Raskin ke pelaksana distribusi.
Dari Perum BULOG sampai titik distribusi menjadi tanggung jawab
Perum BULOG. Sedangkan dari titik distribusi sampai ke RTM menjadi tanggung
jawab pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah kabupaten/kota menyiapkan
anggaran khusus dari APBD untuk mendanai pendistribusian Raskin dari titik








Masri Singarimbun (1989:31) mengatakan konsep adalah istilah dan
definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan
kelompok, atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial.
Adapun definisi konsep dalam penelitian ini adalah :
1. Implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh
individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintahan atau
swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan
dalam keputusan kebijakan.
2. Program adalah sebuah bentuk rencana yang akan dilakukan atau
dilaksanakan, dan sekumpulan kegiatan yang akan dilaksanakan.
3. Program bantuan beras miskin merupakan kegiatan pemerintah dalam rangka
mengurangi beban masyarakat miskin dalam mengkonsumsi beras, dalam hal
ini pemerintah memberikan beras murah kepada rumah tangga miskin.
4. Keluarga miskin merupakan penduduk atau warga yang dianggap tidak
mampu dengan criteria yang telah ditentukan oleh Badan Pusat Statistik, yaitu
dengan 14 kriteria keluarga miskin, adapun ke 14 kriteria tersebut adalah:
a. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m2 per orang.
b. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.
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c. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas
rendah/tembok tanpa diplester.
d. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga
lain.
e. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
f. Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air
hujan.
g. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak
tanah.
h. Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam dalam satu kali seminggu.
i. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
j. Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari.
k. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik.
l. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan
500m2, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau
pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan.
m. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/
tamat SD.
n. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp.
500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor,
atau barang modal lainnya.
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2.12 Konsep Operasional
Menurut Masri Singarimbun (1989:23) Konsep operasional adalah
semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur suatu variable.
Konsep operasional merupakan uraian konsep yang sudah dirumuskan dalam
bentuk indikator-indikator yang lebih memudahkan operasional suatu penelitian.
Tabel 1I.1
Operasionalisasi Variabel Penelitian Analisis Pelaksanaan Penyaluran Beras
Untuk Rumah Tangga Miskin
Defenisi
Konsep

































































































Implementasi program beras miskin dilaksanakan di Kabupaten
Kepulauan Meranti Tahun 2014(Studi Kasus Di Desa Tanjung Bakau),
berdasarkan TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan)
keberhasilan progam beras miskin dapat diukur dengan menggunakan enam
indikator, yaitu: Tepat sasaran, tepat junlah, tepat waktu, tepat harga, tepat






















Menurut George C. Edward III, dalam Sujianto, 2008:45 faktor yang
mempengaruhi implementasi kebijakan adalah komunikasi, sumber daya,
disposisi, dan struktur birokrasi.
